KABUPATEN BREBES
Nomor : 50 Tahun : 2001 Seri : C No: 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

Menimbang : a. bahwa kewenangan Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan

- Pemerintah Kabupaten dan Pemenntah Kota,

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
usaha perdagangan di Daerah sehubungan dengan
penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka
pengaturan mengenai Wajib Daftar Perusahaan
yang diatur dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 jo Keputusan
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Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nom,,
89/KP/V/1989 tenstang Usaha atau kegiatan yan,
tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan per,
diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai Wajs)
Daftar Perusahaan dengan Peraturan Daers
Kabupaten Brebes.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor I3 Tahun 1950 tentan;
Pembentukan  Dacrah-dacrah Kabupaten dalan

lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penindakan, dan Peradils
Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negan
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:
Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kai
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nome
17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambaha
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomu
2692);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentanf
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Neg
Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenta
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran  Nega®
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor &
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesy
Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanf
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pus¥
dan Daerah (Lembaran Negara Republ!
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahs
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom®
JB48), |
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13. Keputugan  Menteri Dalam  Negeti Repy, BAB 1
Indomnesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang 5,
dan  Prosedur Administrasi  Pajak Dy, | KETENTUAN UMUM
Retribusi Dacrah dan Pendapatan lain-lain,
Pasal |

14. Keputusan ~ Menlen Penndustnan
Perdagangan  Republik  Indonesia Ny,
TRMPPR/EEPIV200 [tentang  Pedoman Sty
Peluyanan Minimal Bidang Perindustrian
Perdagangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat I Bee
Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemberian L'ﬁ.fll-
Perangsang kepada Dinas Dinas / Satuan Kef ¢,
yang mengelola Pendapatan Asli Daerah; 4

palam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

paerzh adalah Daerah Kabupaten Brebes;

pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;

Bupati adalah Bupati Brebes;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor _1 ' Pendaftaran  Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Tahun 2000 Tentang Pembentukan  Susy undangan yang berlaku;

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupz .. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan

Brehes; * menurut atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Wajib
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dee Daftar Perusahaan dan atau Peraturan Pelaksananya dan atau

Kabupaten Brebes Mol memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan

|2KptDPRDVITI2001  temtang  Persew.!  serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang;

Penetapan Peraturan Dacrah Kabupaten Bty eolir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar Isian yang memuat
tentang Wajib Daftar Perusahaan. data Perusahaan atau hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
Perusahaan yang diisi dan ditanda tangani oleh pemilik ataw
pengurus atau penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda

Dengan Persetujoan
- Daftar Perusahaan;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH gl s
£ Tanda Dafiar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh
KAE:UFETEN BREEBES Pemenintah Daerah kepada Perusahaan yang telah disahkan

pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDF;

. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun di
MEMUTUSKAN biding perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk
4 Wjuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
Mlenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREEF ; :
Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau

TENTANG WAIIE DAFTAR PERUSAHAAN Badan Hukum yang menjalankan sessuatu jenis perusahaan;
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Perusahan sdalah setap bentuk usaha yang "'IETIJIIIHnI.;E
jenis usaha vang bersifat tetap dan terus menerus
didirikan bekerja serta berkedudukan i Kabupaten En.‘h--_
wjuan memperoleh keuntungan:

Anak  Perusahaan, adalah Perusahaan  yang  dimili;
kescluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau digw,,
perusahazn lain yang pada umumnya memiliki 'H:]umh
sebagan memberi saham / modal yang ditempatkan diln
perusahaan lersebut;

Cabang Perusahaan, adalah Perusahaan yang merupakan ye,
bagian dan perusahaan induknya yang dapat h:ri::dudm'
tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdin. sendy, |
bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari peryy
indukmnya;

Agen Perusahaan adalah unit yang diberi kuasa untuk mels,,
scbagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang g,
dengan suatu ikatan atau perjanjian;

Perwakilan  Perusshaan  adalah  Perusahaan  yang  ben-
mewakili Kantor Pusat Peresahaan untuk melakukan o

kegiatan dan atau pengurusan yang ditentukan sesual wegs
yang diberikan;

Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusshaan yang mens:.
scbagian tugas dari Kantor Pusat dan atau Cabang;

b

r_r

Perusshaan Perorzngan adalah Perusahaan yang dimiliki ¢
Perorangan yaitu sebagai manusia pribadi yang juga beri
sebagai pengusaha yang menguras dan mengelola sendin mik
itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan meg
atay mengawas: sebiap usahanya sccarn langsung din o
merupakan Badan Hukum atau suatu Persekutuan;

Perusahaan Kecil Perorangan adalah Perusahaan Perorangn!)
berdasarkan Peratwran  Perundang undangan  yang by
digolongkan sebagai Perusahaan Kecil yang dijalankan seadny
dengan memperkerjakan hanya anggota keluarga sendin senas-
diwajibkan memiliki lzin dari Instansi yang berwenang dan'}
merupakan suatu Badan Hukum atuu Persekutuan;

o

jgin usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh mtaps o
perwenang  vang chberibkan kepada penpuzaha wntuk iy
menjalankan kegiatan usahanya.

BAB Il

TUJUAN DAN SIFAT
Pasal 2

paftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan - bahan keterangan yang
dibual secara benar dari suatu Perusahasn dan merupakan samber
Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingsn mempenal
jdentitas, Data serta Keterangan lainnya tentang Perusshaan yamg
wercantum dalam Dafiar Perusahaan scbagai sarana untuk menjama

 gdanya kepastian berusaha, pembinaan dan penpembangan duma
. '_.us.ﬂhﬂ bersifat terbuka untuk semua pihak,

BAB Il
KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 3

' Setiap Perusahaan termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan
menjalankan usahanya di Daerah Kabupaten Brebes wapb didaftarkan
- dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 4
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Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan dan Wapb
Perusahaan, namun apabila dikchendaki , oleh perusihi,

bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
Pasal 5

Pendaftaran Perusahaan tersebut pada Pasal 3 Peraturan Dagr,
wajib dilakukan 3 (tiga) bulan setelah Perusahaan mulai menjg.

1 ol . Iy
usahanya atau setelah memiliki Izin Usaha dari Instansi Telkny b
berwenang,

-0 -

Asli dan copy Keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum:

Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas din lainnya yang sah
dan masih berlaku milik Dircktur Utama atau Penangpung Jawab;

Copy lzin Usaha atau Surat Kelerangan yang dipersamakan dengan
[zin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis

Paszal 9

perusahaan yang berbentuk Koperasi melampirkan :

Copy Akta Pendirian;

Pasal 6 3

p. Copy Kartt Tanda Penduduk Penpurus,

; Huk :
Kewenangan Pelaksanaan Pendafiaran Perusahaan berada pada By, © iﬂi:;:;' Fengesahan scbagai Badan Hukum dan Pejabat yang
d. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan
Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
BAB IV
FELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 7
Perusahaan  yang  berbentuk  Persckutuan Komanditer (CV)
| melampirkan :

Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Fom: 2
Pendaftaran Perusahaan oleh Pemilik atau pengurus / penangr) b,

Jjawab atau Kuasa Perusahaan yang sah diajukan kepada Bupat,

ke

Pasal 8

“erusahaan berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan ;

Copy Akta Pendinan Perseroan serta data Akla Pendis
Perseroan yang telah diketahui oleh Instansi yang berwenang;

. Copy Akta Perubahan Pendinan Perseroan;

Copy Akta Pendirian Perusahaan;

Copy Kariu Tanda Penduduk atau Identitas diri lainnya yang sah
dan masih berlaku milik Penanggung Jawab / Pengurus;

Copy lzin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan
itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pazal 11

Perusahaan yang berbentuk Firma (Fa) melampirkan :
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a. Copy Akta Pendirian Perusahaan, 5 Copy Akta Pendinan Perusahaan atau Surat Penunjukan atau Surat
© Kewrengan yang dipersamakan denean itu sebagai Kantor Cabang,
b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Tdentitas diri lainnyg Yin Ke Pemh ng E E
dan masih berlaku milik Penanggung Jawab / Pengurus; ~ ©° Kantor Fembantu dan Perwakilan;
¢. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dlpi:lsn.makanﬂ# b Copy K?;';‘ET]T:IE I'?E.J'Iduduk atau Identitas din lainnya yang sah
itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. dan masift berlaku milik Penanggung Jawab Perusahaan;

| .. Copylzin Uscha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan

| iew yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
Pasal 12

Pasal 135
Perusahaan yang berbentuk perorangan melampirkan :

oy = k ir .
% S Ak Fendiriin Pansishaan; ) ) (1) Pendaflaran  Perusahaan bagian Agen alau Anak Perusahaan
b. Copy Kanu Tanda Penduduk atau Identitas din lainaya vag, berlaku ketentuan sesuai bentuk perusahaannya.

dan mzaih t_lt-ﬂ:lk:u wnifik Fenanggong Jawsh / Penguns; (2) Formulir pendafiaran ditanda tangani oleh pengurus / penanggung
c. Copy lzin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dey| jawab atau pemilik.
itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 16
Pasal 13 .
Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) han  kega tethitung  sejak
: : : dizrimanya permintaan pendaftaran dan  kelengkapan dokumen,
Bentuk Perusahaan lain melampirkan: Bopati mensyahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan Tanda
a, Copy Akta Pendirian Perusahaan; Dafrar Perusahaan.
b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas diri lainnya yargs
dan masih berlaku milik Penanggung Jawab Perusahaan; Pasal 17

c. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dets

itu yang diterbitkan olch Instansi Teknis. Peruszhaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan diwajibkan

unlsk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat olch

Pasal 14 umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan
Sokumen-dokumen Perusahaan yang diperpunakan dalam kegiatan
Usahanya,

Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Pensd®
elampirkan:
m . Pasal I8

L
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Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka wakiv 5 (limay
terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui Sclany, |
lambatnya 3 {tiga) bulan sehclum masa berlakunya berakhar. '

Pasal 19

Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendafy,
perusahaan belum benar dan atau dokumen tidak lengkap.

Pasal 20

Bentuk / Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan perasy,,
ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dy,

mni.

BAB V
PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 21

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yoy
didaftarkan wajib melaporkan kepada Bupati,

Pasal 22

Perubahan vang dapat mengakibatkan penggantian TDP antara lain:

Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan:
Perubahan nama perusahaan;

Perubahan status perusahaan;

Perubahan alamat perusahaan;

D e

- peruhahan kegiatan usaha pokok;
{ peruhahan akta pendinan atau anggaran dasar khusus untuk PT.

Paszal 23

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila Perusahaan yang
hersangkutan terbukti mendaftarkan data Perusahaan secara tidak
heniar don atau tidak sesuai dengan Izin Usaha atau Surat Keterangan
yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 24

L]

Daftar Perusahaan hapus apabila :
a. Terjadinya perubahan bentuk Perusshaan;

b. Terjadinya pembubaran Perusahaan Kantor Pusat, Kantor Cabang.
Kantor Pembantu atan Perwakilannya;

¢. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;

4 Perusshaan terhenti akibat Akte Pendiriannya kedaluarsa atau
berakhir;

e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan

Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 25

Pembubaran Perusahaan wajib dilaporkan dan didaftarkan pengurus f
penanggpung jawab secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan
Dokemen :

L Pembubaran PT berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Szham (RUPS) di bawah tangan :
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I. Asli dan Copy hasil risalah / Benta Acara RUPS 4 asli dan Copy Berita Acara / Keterangan lain mengenal Proses
batigai, B jikuidasi yang telah berakhir dan likuidator;

2. Asli dan Copy bermaterai permyataan keputusan Ra,
Nataris dalam Bahasa Indoncsia tentang perubahan PT,

3. TDPF asli.

b. Pembubaran Perusahaan berdasarkan keputusan RUPS 4 had, BAR VI
MNotaris: "
| Asli dan Copy bermaterai Berita Acara / risalsh rapy BIAYA WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indoncsia (entang peny, Pasal 28
PT;
2. TDP asli
c. Perubahan Perusahaan berdasarkan penctapan Pengadilan Neg. (1) Getiap Fc:a:usnhaan yang mendaftarkan perusahaannya dikenakan
. Asli dan Copy penetapan pembubaran Perseroan g biaya Wajib Daftar Perusahaannya;
Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan by, (2) Biaya Wajib Daftar Perusahaan meliputi :
tetap; a. Biaya Pra Pendaftaran;
" 2. Asli dan copy bermaterai Akta Pembubaran oleh Notarisé,  p,  Biaya Penclitian Administrasi;
Bahasa Indonesia; c. Biaya Pengawasan / Penvidikkan;
3. TDP asli d. Biaya Pengolahan Data;
&
f.

cCopy bukti penenmaan pemberitahuan penyelesaian likindasi dan
| pepericinen yang borwenang.

Pasal 26 Biaya Dokumentasi dan Informasi;
Biaya Pencetakan Blanko dan Formulir;

- Biaya Pelaporan.
Pembubaran Perusahaan di luar PT, pemilik, pengurus [ penangp:, i . . i R
jawab perusahaan  wajib melaporkan kepada Bupati dup (3 Setla;p_ p!h_nk yang berkepentingan telah memenuli  baya
melampirkan salinan Akte pembubaran atau keterangan sejenis & administras: Wu_]]-'u;_: Daftar Perusahaan berhak Tl'rl:mpﬂl'l:_“llﬂ'h
TDP asli. keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan Salinan
Resmi atau Petikan Resmi dari keterangan yang lercantum dalam

Daftar Perusahaan yang disahkan oleh Bupati.

Pasal 27 ({4} Besarnya Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan ditetapkan
' sehagai berikut |
Perusahaan berbentuk PT, yang melakukan permbubaran apabili 2. Pemseroan Terbatas Rp 100.000,-
melakukan proses likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses o Koperasi Rp 10.000,-

dalam daftar perusahaan dengan mi:la.mpirkap Dokumen :
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.
c. Persekutuan Komanditer Rp 25.000,

d. Firma Rp  25.000, Pasal 30
e. Perusahaan Perscorangan Rp 10.000,

f. Perusahaan Milik Negara / Dagrah - Rp 50000, 1) Dalam hal perusahaan yang telah mendaftar temyata menjalankan
g. Bentuk Perusahaan Lain Rp 100000, I kegiatan usaha l_iti.'!l-:l;csun.i ddcngan Izin L;ar.;laya, Eupn“df_f:jgl-z:
aiaais At Rp 250,000, membert  peringatan apat  membatalkan  pen
T" P:m .ﬁ.-;amg R S 1000, qusahaannyadaan  mewajibkan  pengusazha  tersebut untuk
i. Silinan Resmi R[F; 200 melakukan pendaftaran ulang;

j- Petikan Resmi 3

) pengusaha yang flidak puas dcngan pembatalan  sebagasmana
2 dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mengajukan keberatan
(5) Pembayaran Biaya Administrasi Wajib Daaftar Perusdhy, kepada Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya.

dilunasi sckaligus;
(6) Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan seh,

dimaksud ayat (4) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Deen, Pasal 31
(7) Biaya Pemungutan sebesar 5% dan Biaya Operasiona g

sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang bediky o pi1a  Tanda Daftar Perusahaan hilang / rusak pengusaha
(8) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Py berkewajiban untuk mengajukan permintaan kepada Bupai untuk

n ialgls s : memperoleh penggantinya dalam wakiu selambat-lambatnya 3 (tiga)
tetap ngan Keputusan Bupati bulan setelah kehilangan / kerusakan.

BAE VII BEAEB VIII
Pasal 29 Pasal 32

(1) Sctiap pihak ketipa yang berkepentingan dapat ‘mess’ ; s s

; ; 5 (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga

I:::h::m:tan secara tertulis kepada Bupati atas hal yang dits™ merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama

(2) P:ng:ﬂj_l.m'l keberatan oleh scuap pihak ketiga yang I:-:l'l"EFJ 6 {enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,- (Satu
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahuks ¥ setengah juta rupiah);

pengusaha yang bersangkutan;

4

12) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.
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(1) Pcjabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Femer
Daerah  diben wewenang  Khusus .
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Dy
Perusshaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Une,
Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalz
2 menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteran,,

S LE
BAR IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pazal 33

schagai Penyihk .

astau laporan berkenaan denmgan tindak pidana di bic |
perizinan agar kelerangan atau laporan tersebul mMen,
lengkap dan jelas;

mencliti, mencari, mengumpulkan ketcrangan MENEEnai ory.
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Wy,
Daftar Perusahaan;
meminta keterangan dan bahan bukti dan orang Pﬁhﬂlu;
badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di b,
Wajib Daftar Perusahaan;
memeriksa buku-buku, catatan dan dolumen-dokumen |
berkenazn dengan tindak pidana di bidang Wajib Dily
Perusahaan;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan b
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, @
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidic
pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meningzalkan ruang:
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung &

( Pe

- i¥-
aksa identitas orang atau  dokumen yang dibawa
.;gh!.'l_‘-?'“"“""" dimaksud pada hurul .
mangril orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa
ohagai tersangka atau sak=i;
menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain  yang perlu  untuk  kelancaran
) yistkan di bidang Wajib Daftar Perusahaan menunst hukum

yang dapat dipertanggung jawabkan.

avadik schagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan
d;mll-llii“-"" penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanny
Lepada penuntut umum scsuai dengan ketentuan yang diatur dalam,
Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara

prdana.

BAR X
KETENTUAN PERALITHAN
Pasal 34

perusahaan-perusahaan yang telah memiliki Tanda Dafiar Perusahaan
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan
ketentuan ini selambat-lambamya 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Daerah ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
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Hal-hal yang belum diatur dalam Perawuran Dacrah im, Sepe.
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kep, §
Bupati.

-2 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

Pasal 36 NOMOR : 10 TAHUN 2001

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.
TENTANG

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan . WAIIB DAFTAR PERUSAHAAN
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran [k

Kabupaten Brebes.

L PENJELASAN UMUM
Dhtetapkan di  : Brebes

Pada tanggal  : 20 Agustus 2 Upaya menciptakan iklim wsaha wang sehat dan terbuka

diperlukan suatu informasi tentang hal vang berkaitan denzun

BUPATI BREBES
Ca perkembangan dan aktivitas dunia usaha melalui Wajib Dafar
P-
Tid Pernesahann.
H. MOH. TADJUDIN NURAL Scjalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka diperiukan

suaty peraturan daerah yang dapat dijadikan scbagai pedoman

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

KABUPATEN BREBES
TAHUN 21 SERI C NOMOR 2 di Dagrah Kabupaten Brebes.

DWMG%E%%T BUAHRUAR: Daftar Perusahan scbagaimana dimaksud dalam  Peraturan
Fmﬁggiﬂiﬂmﬂﬁhﬂmsmj Dacrah ini adalah sebagai Sumber Informasi resmi tentang
Cap perusahaan  yang akan memudahkan Pemenntzh  dalam
td. menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka pembinaan.
bimbingan dan pengawasan atas duma wsaha sekaligus sebaga
mﬂ#w upaya untuk mencegah dan menghindan prakiek usaha yang
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s ! prembelian, penjualan atau  pemasaran  Lanpa
tidak schal dan jujur serta tidak bertanggung jawab H"H.,r melakukan pemindahan atas fisik harang.
merugikan masyarakat,
= Agen Pabnk (Manofacturers Agent) adalah Agen
Di samping hal terscbut di atas kepada scmua pijyy 1 yang melakukan penjualan atas nama dan untuk
berkepentingan dapat secars mudah dan memints Kelery,| kepentingan pihak lain yang menunjuknys tanpa
yang diperiukan mengenai hal yang schenamya lm‘ﬂﬂsg; melakukan pemindahan fisik barane
i = Agen Penjualan (Sales Agent) adalah agen vang
meelakukan  penjualan  atas nama dan  enik
PENIELASAN PASAL DEMI PASAL kepentingan pihak lain yang menunjuknya lanpa

melakukan pemindahan fisik barang.

Pasal I Hurof m sesuai dengan Keputusan M.,
Perindustrian dan Perdagangan Republik Inds
Nomor 12 / MPP [/ KP / 1 / 199
penyclenggaraan  Wajib  Daftar  Perusahaan, iy
Perusahaan adalsh :

*  Agen Penjualan Pemegang Merek (APPM) adalah
agen yang melakukan penjualan atas nama dan

untuk Apen Tunggal Pemepang Merek (ATPM)

yang menunjuknya,

I 2 Cukup Jel
« Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kma] oo = CUKUP-efas

Agen Pemegang Lisensi adalah Perovangen o Pasal 3 Cukup Jelas
Badan Ussha yang ditunjuk untuk dan ats5 %7 pacy) 4 Perusahaan kecil Perorangan adalah Perusahaan yang

pabrik pemilik merck barang  tertentu U dijalankan sendiri oleh pemiliknya dan atau dengan
melakukan penjualan dalam partai besar baran& mempekerjakan  anggota  keluarganya  serta  tidak
pabrik tersebut. diwajibkan memiliki [zin Usaha dari Instansi yang

berwenang serta hanya untuk memenuhi keperluan
nafkah sehari-han dan tidak berbentuk badan hukum,

" Agen, adalah Perorangan atau Badan Usaha
bertindak sebagai perantara umtuk dan atas

hak ' tuk - meliiy
pi yang menunjuknya untu Pasal § Cukup Jelas
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Pasal 6 Cukup Jelas
pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas
. pasal 21 Cukup Jelas

I B Cukup Jelas
=2 ¥ Pﬂ'll 24 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas s 26 Culoup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas | |
pasal 27 Instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negen

Pasal 12 Cukup Jelas

: Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 13 Yang dimaksud dengan bentuk perusahaan lain adals

misalnya perusahaan Negara, bentuk-bentuk Usahy
MNegara seperti Perusahaan Perseroan, Perusahan Pasal 30 Cukup Jelas

Umum, Perusshaan Daerah sebagaimana diatur olh  pooop 31 Cukup Jelas
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cuokup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas

| Pasal 33 Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas
! Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas
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